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WALI KOTA PEKANBARU

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU

NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 135 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM

Menimbang:

Mengingat:

a.

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA PEKANBARU,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan  Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil
Perkebunan Sawit, maka Peraturan Wali Kota
Pekanbaru Nomor 135 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan, perlu dilakukan perubahan dan
penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Pekanbaru Nomor 135 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara  Republik



10.

11.

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5473);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013
tentang Tata cara Pemberian Sanksi Administrasi
Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara
dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan
Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
Peraturan Pemerintah 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja

dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah 49 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6893);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5715);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5716), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6649);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang
Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6884);

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013

tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan
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18,

19.

20.

21,

22.

23.

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 253);

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran
Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat
Jaminan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1513);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7
Tahun 2017 tentang Program Jaminan  Sosial
Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1045);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan
Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan
Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun
2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan
Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 247);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 864);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan
Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 715);



Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU NOMOR 135 TAHUN
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru

Nomor 135 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kota Pekanbaru
Tahun 2021 Nomor 135), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 3 (tiga) angka yakni

angka 35, 36 dan angka 37, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2

Daerah adalah Kota Pekanbaru.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota
Pekanbaru.

Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.

Dinas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut
Disnaker adalah Dinas Ketenagakerjaan Kota
Pekanbaru.

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk
perlindungan sosial untuk menjamin seluruh
rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya yang layak.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS
Ketenagakerjaan adalah BPJS Ketenagakerjaan
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11.

12.

13.

14.

Cabang Pekanbaru Kota.

Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya
disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai
dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan
pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja
atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan
kerja.

Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi
dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan
yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju
tempat kerja atau sebaliknya dan  penyakit
yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Jaminan Kematian yang selanjutnya
disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang
diberikan kepada ahli waris ketika peserta
meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja
atau penyakit akibat kerja.

Jaminan Hari Tua  yang selanjutnya
disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang
dibayarkan sekaligus pada saat peserta
memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau
mengalami cacat total tetap.

Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP
adalah adalah jaminan sosial yang bertujuan
untuk mempertahankan derajat kehidupan yang
layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya
dengan memberikan penghasilan setelah peserta
memasuki usia pensiun, mengalami cacat total
tetap, atau meninggal dunia.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat JKP adalah jaminan sosial yang
diberikan kepada Pekerja/Buruh yang
mengalami pemutusan hubungan kerja berupa
manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja
dan pelatihan kerja.

Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat
BUMD adalah Perusahaan yang dimiliki oleh
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16.

17.

18.
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20.

21.

Pemerintah Kota Pekanbaru.
Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara
teratur oleh Peserta dan/atau Pemerintah.
Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk wuang sebagai
imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang
ditetapkan dan dibayar menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan
perundang-undangan, termasuk tunjangan
bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu
pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan
dilakukan.
Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disingkat Pegawai Non ASN adalah pegawai
selain Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Pekerja adalah setiap orang yang bekerja
dengan menerima gaji, upah, atau imbalan
dalam bentuk lain.
Pekerja rentan adalah pekerja  sektor
informal dengan penghasilan sangat minim yang
hanya mampu memenuhi kebutuhan harian
sehingga tidak memiliki kemampuan untuk
mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan,
diperlukan keterlibatan Pemerintah Daerah dan
Pelaku Usaha untuk membantu pekerja rentan
mendapatkan perlindungan jaminan sosial
ketenagakerjaan.
Pemberi Kerja adalah orang perseorangan,
pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya
yang mempekerjakan tenaga kerja atau
Penyelenggara Negara yang mempekerjakan
Pegawai Pemerintah Non Aparatur Negeri Sipil
dengan membayar gaji, upah, atau imbalan
dalam bentuk lain.
Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang

bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima
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23.

24.

25.

26.

27,

28.

29.

upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang
perorangan yang melakukan kegiatan usaha
secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
Peserta adalah setiap orang, termasuk orang |
asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan
di Indonesia, yang telah membayar Iuran.
Pekerja Harian Lepas adalah Pekerja yang
bekerja pada perusahaan untuk melakukan
pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalamhal
waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan
menerima Upah didasarkan atas kehadirannya
secara harian.

Pekerja Borongan adalah Pekerja yang bekerja
pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan
tertentu dengan menerima Upah didasarkan
atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.
Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah
Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja untuk
melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima
Upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam
hubungan kerja untuk waktu tertentu dan/atau
selesainya pekerjaan tertentu.

Wadah atau Kelompok Tertentu adalah
organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh,
dari dan wuntuk Peserta yang melakukan
pekerjaan di luar hubungan kerja.

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi
perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan
konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau
sebagian rangkaian kegiatan pada proyek
perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta
pengawasan yang mencakup pekerjaan
arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata

lingkungan masing-masing beserta
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31.
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34.

35.

36.

37.
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kelengkapannya untuk mewujudkan suatu
bangunan atau bentuk fisik lainnya.

Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang
perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau
badan-badan lainnya yang mempekerjakan
Pekerja pada Jasa Konstruksi dengan membayar
gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
Pengguna Jasa Konstruksi adalah orang
perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas
atau pemilik pekerjaan yang memerlukan
layanan Jasa Konstruksi

Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang
perseorangan atau badan yang kegiatan
usahanya menyediakan layanan Jasa
Konstruksi.

Pekerja Jasa Konstruksi adalah setiap orang
yang bekerja pada proyek Jasa Konstruksi
dengan menerima gaji atau upah.

Anak adalah anak kandung, anak tiri, atau anak
angkat yang sah menurut peraturan perundang-
undangan dari peserta yang meninggal dunia
yang terdaftar sebagai ahli waris di BPJS
Ketenagakerjaan atau anak dari peserta yang
mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan
kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
Pekerja Perkebunan Sawit adalah pekerja yang
bekerja di perkebunan sawit dan ekosistem
Perkebunan Sawit di Daerah.

Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang
terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan
unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk
menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk
dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
Bantuan iuran adalah pemberian dana yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada
Pekerja Perkebunan Sawit yang dianggarkan

melalui Dana Bagi Hasil Sawit.
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Ketentuan ayat (1) dan ayat (8) Pasal 6 diubah,

sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 6
Setiap Pekerja Penerima Upah wajib mengikuti
program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui

BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)

(4)

(5)

(7)

(1) meliputi:

a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja
penyelenggara negara; dan

b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja
Selain Penyelenggara Negara.

Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja

penyelenggara negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. pegawai Pemerintah Daerah Non ASN;

b. pejabat negara Non ASN; dan

c. pejabat Daerah Non ASN;

Pegawai Pemerintah Daerah Non ASN

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

adalah tenaga harian lepas/tenaga kontrak atau

sebutan lainnya.

Pejabat negara Non ASN sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf b terdiri dari:

a. Wali Kota; dan

b. Wakil Wali Kota.

Pejabat Daerah Non ASN sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf c terdiri dari:

a. Pimpinan dan Anggota DPRD; dan

b. Penyelenggara pemilu di Daerah.

Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b termasuk:

a. Komisaris, Pengawas, Direksi dan Pegawai
dari Badan Usaha Milik Daerah beserta anak

perusahaannya;
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b. Pekerja dalam masa percobaan;

c. komisaris dan direksi yang menerima Upah;
pengawas dan pengurus yang menerima
Upah; dan

e. pekerja pada orang perseorangan, pengusaha,
badan hukum, atau badan lainnya.

Penerima upah selain sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) terdiri dari:

a. Ketua Rukun Warga;

b. Ketua Rukun Tetangga;

c. tenaga pendidik dan Non tenaga pendidik
Bantuan Operasional Sekolah;

d. petugas masjid paripurna; dan

e. pekerja lainnya yang menerima insentif/

honor/ gaji/ upah dari Pemerintah Daerah.

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 10
Peserta Bukan Penerima Upah wajib
mendaftarkan diri kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pemberi Kerja;
b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja
mandiri; dan
c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang
bukan menerima Upah.
Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a meliputi:
a. pemegang saham atau pemilik modal; dan
b. orang perseorangan yang mempekerjakan
Pekerja dan tidak menerima Upah.
Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja
mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b termasuk Pekerja dengan hubungan
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kemitraan.

(5) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c adalah pekerja rentan termasuk Pekerja
Perkebunan Sawit.

(6) Jenis Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali
Kota.

Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu)
pasal yakni, Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 10A
Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi
pekerja  perkebunan sawit  minimal dengan
mempertimbangkan  kriteria penerima bantuan,
besaran bantuan, jangka waktu pemberian bantuan,

dan kondisi pemberian bantuan.

Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 Dihapus.

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 13
(1) Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (5) dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah.
(2) Bantuan iuran kepesertaan bagi pekerja pada
Perkebunan Sawit dibiayai melalui Alokasi Dana

Bagi Hasil Sawit.
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Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 JANUVAR! 2024

Pj WALI KOTA PEKANBARU,

MUFLIHUN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 jANUARI 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

INDRA POMI NASUTION

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR



